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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penerapan ketentuan pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku 

eksploitasi sesksual dengan korbannya anak yang diterapkan oleh Polresta 

Yogyakarta adalah dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. Penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, dan pemeriksaan saksi-

saksi penyidik menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan serta 

Undang-undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Kendala yang dialami dalam proses penyidikan yaitu, bahwa proses 

pemeriksaan harus dilihat dari pisikologis anak baik meminta keterangan dari 

pelaku anak dan juga korba anak. Apabila anak tidak memungkinkan pisikologisnya 

untuk diminta keterangan, terlebih anak sebagai korban yang tidak dimungkinkan 

meminta keterangannya samapai anak tersebut sudah pulih pisikologisnya dan juga 

mendapat persetujuan dari pendamping pisikologisnya. Berkaitan dengan penulisan 

yang ditulis oleh penulis tentang penerapan sanksi pada tingkat penyidikan terhadap 

anak pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak belum pernah terjadi suatu 

tindak pidana seperti yang ditulis oleh penulisan di wilayah hukum Polresta 

Yogyakarta. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Dalam upaya mencegah eksploitasi seksual terhadap anak maka diharapkan 

dari pihak Kepolisian memberikan sosialisasi melaui penyuluhan dan 

seminar tentang perlindungan anak khususnya eksploitasi seksual terhadap 

anak. 

2. Perlunya ruang tahanan khusus bagi anak, agar tidak menjadi satu dengan 

tahanan dewasa. 
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